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Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi secara tersembunyi karena banyak orang masih kurang
memahami hak-hak mereka secara hukum serta cara-cara yang ada untuk melindungi diri. Perempuan dan anak
merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra melalui pendekatan preventif berbasis
komunitas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan menciptakan
lingkungan responsif gender di Kelurahan Sukarame melalui pemberdayaan anggota Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research
(PAR) melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi pelaporan kasus. Hasil kegiatan
menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai substansi UU No. 23 Tahun
2004 dan UU No. 35 Tahun 2014. Selain itu, terbentuk komitmen kolektif dari anggota PKK untuk berperan
sebagai paralegal informal yang mampu mendeteksi dini dan merespons potensi kekerasan di lingkungannya.
Kata kunci - pemeriksaan literasi hukum, KDRT, perlindungan anak

Abstract

Domestic violence often happens in secret because many people still don’t fully understand their legal rights
and the available ways to protect themselves. Women and children are vulnerable groups requiring extra
protection through community-based preventive approaches. This community service aims to increase legal
literacy and create a gender-responsive environment in Sukarame Village through the empowerment of Family
Welfare Empowerment (PKK) members. The implementation method uses a Participatory Action Research
(PAR) approach through legal counseling, interactive discussions, and case reporting simulations. The results
showed a significant increase in participants’ understanding of Law No. 23 of 2004 and Law No. 35 of 2014. In
addition, a collective commitment was formed from PKK members to act as informal paralegals capable of early
detection and responding to potential violence in their environment.
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PENDAHULUAN

Perempuan dan anak sering dikategorikan sebagai kelompok rentan yang memiliki risiko
tinggi menjadi objek diskriminasi dan kekerasan. Meskipun instrumen hukum di Indonesia, seperti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah lama
disahkan, implementasinya di tingkat akar rumput masih menghadapi tantangan budaya dan
struktural. Meskipun instrumen hukum sudah tersedia, tantangan terbesar justru terletak pada
minimnya literasi masyarakat. Sosialisasi yang intensif mengenai UU PKDRT terbukti mampu
menurunkan angka toleransi masyarakat terhadap perilaku kekerasan (Wulandari & Purnamasari,
2023), karena korban menjadi lebih berani untuk bersuara. Oleh karena itu, pendekatan edukasi
berbasis komunitas menjadi solusi preventif yang mendesak. Perlindungan hukum bagi korban
kekerasan memerlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya bergantung pada aparat penegak
hukum, tetapi juga kesadaran masyarakat itu sendiri (Tobing & Silalahi, 2025).

Di Kelurahan Sukarame, observasi awal menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara
keberadaan hukum positif dengan pengetahuan masyarakat. Banyak warga menganggap persoalan
domestik sebagai ranah privat yang tabu untuk dicampuri, sehingga potensi kekerasan sering kali
tidak terlaporkan. Padahal, pencegahan permasalahan KDRT sangat efektif jika dilakukan melalui
pendekatan komunitas yang melibatkan tokoh lokal (Mumpuni & Puspitaningrum, 2022).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, Mahasiswa KKN Universitas Lampung menginisiasi
program sosialisasi yang menyasar anggota PKK di Kelurahan Sukarame. Observasi awal yang
dilakukan sebelum pelaksanaan program mengidentifikasi bahwa dari 70 ibu rumah tangga yang
akan mengikuti kegiatan, sebanyak 68% belum memahami secara memadai hak-hak perempuan dan
anak serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan, dan 74% menyatakan belum pernah mengikuti
sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak di lingkungan kelurahan. Selain itu, ditemukan
permasalahan konkret berupa minimnya pengetahuan anggota PKK mengenai bentuk-bentuk
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, serta alur pengaduan ke lembaga
terkait seperti P2TP2A dan UPTD PPA, yang terkonfirmasi melalui wawancara dengan Ketua PKK
dan 5 orang anggota aktif. Pemilihan PKK sebagai mitra strategis didasarkan pada peran sentral ibu
dalam dinamika keluarga, mengingat permasalahan yang ditemukan bermuara pada ranah domestik.
Pemberdayaan ibu dalam kelompok PKK dinilai efektif sebagai upaya preventif terhadap isu-isu
sosial keluarga karena posisi mereka yang dekat dengan lingkungan domestik (Astuti & Dyah, 2024).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research
(PAR), yakni pendekatan yang menempatkan mitra sasaran bukan sekadar sebagai objek penerima
informasi, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses perubahan. Melalui pendekatan ini, anggota
PKK Kelurahan Sukarame dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari
identifikasi masalah, pelaksanaan sosialisasi, hingga refleksi bersama atas pemahaman yang
diperoleh. Tujuannya adalah tidak hanya mentransfer pengetahuan secara kognitif, tetapi juga
membangun kesadaran dan perubahan sikap secara afektif terhadap isu perlindungan perempuan
dan anak di lingkungan keluarga.

Data primer diperoleh melalui observasi selama kegiatan dan interaksi tanya jawab. Kegiatan
dilaksanakan pada Selasa, 13 Januari 2026, di Aula Kantor Kelurahan Sukarame yang dihadiri oleh 70
peserta yang terdiri dari anggota PKK dan perangkat Kelurahan Sukarame, dengan melibatkan
narasumber ahli hukum, Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Tahap Persiapan Tahap ini mencakup identifikasi masalah mitra melalui observasi lapangan
dan wawancara awal dengan Ketua PKK serta perangkat Kelurahan Sukarame. Hasil
identifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi yang kontekstual sesuai
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kondisi masyarakat setempat. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi teknis terkait waktu,
tempat, dan sasaran peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui dua sesi utama. Pertama,
penyampaian materi oleh narasumber ahli hukum, Dr. Rini Fathonah, S.H.,, M.H., yang
mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), dasar
hukum perlindungan perempuan dan anak, serta alur perlindungan hukum melalui lembaga
terkait seperti UPTD PPA dan P2TP2A. Kedua, simulasi pelaporan kasus, di mana peserta
dipandu untuk mempraktikkan langkah-langkah pengaduan secara langsung, mulai dari
pengenalan tanda-tanda kekerasan, pengumpulan bukti awal, hingga cara menghubungi dan
mendatangi lembaga pengaduan yang tersedia.

3. Tahap Evaluasi: Evaluasi dilakukan melalui dua cara. Pertama, observasi partisipatif selama
kegiatan berlangsung, di mana tim KKN mencatat tingkat keaktifan peserta, antusiasme dalam
sesi tanya jawab, serta kemampuan peserta dalam merespons pertanyaan lisan yang diajukan
narasumber. Kedua, diskusi interaktif pada sesi penutup yang digunakan sebagai instrumen
evaluasi informal, yakni dengan meminta peserta menyebutkan kembali poin-poin penting
materi seperti bentuk-bentuk kekerasan dan alur pelaporan ke P2TP2A. Peningkatan
pemahaman peserta dinilai secara deskriptif-kualitatif berdasarkan perbandingan respons
peserta di awal dan akhir sesi. Hasil observasi menunjukkan peningkatan yang signifikan,
tercermin dari meningkatnya partisipasi aktif peserta dalam diskusi serta kemampuan sebagian
besar peserta dalam menjawab pertanyaan lisan terkait materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan kesehatan gratis di Posyandu Kenanga berperan penting dalam mendeteksi
masalah Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh anggota PKK dan perangkat kelurahan ini berhasil
membuka wawasan baru bagi peserta. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa
kekerasan tidak hanya terbatas pada kontak fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis dan
penelantaran ekonomi yang sering kali tidak disadari oleh para istri. Penyuluhan hukum di tingkat
kelurahan mampu mengubah persepsi masyarakat dari yang semula permisif terhadap kekerasan
menjadi lebih kritis dan sadar hukum.

Gambar 1.
Proses Penyampaian Materi

Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai UU No. 35 Tahun 2014, di mana anak
memiliki hak mutlak untuk tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi. Peningkatan
kesadaran hukum keluarga adalah kunci utama dalam memutus mata rantai kekerasan
antargenerasi.
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Gambar 2.
Foto Bersama Pemateri dan Peserta

Antusiasme peserta terlihat saat sesi diskusi mengenai mekanisme pelaporan. Melalui
kegiatan ini, anggota PKK Kelurahan Sukarame didorong untuk berperan aktif sebagai support
system. Efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sangat bergantung pada
partisipasi aktif kelompok masyarakat lokal dalam melakukan deteksi dini potensi konflik keluarga.
Dengan demikian, PKK dapat berfungsi sebagai garda terdepan.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 70 anggota PKK dan perangkat Kelurahan Sukarame
menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan observasi selama kegiatan dan sesi tanya jawab,
terjadi peningkatan pemahaman peserta yang cukup mencolok, ditandai dengan meningkatnya
partisipasi aktif dalam diskusi pada sesi akhir dibandingkan sesi awal kegiatan. Sebagian besar
peserta yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan layanan P2TP2A kini mampu menyebutkan
alur rujukan kasus secara tepat. Hal ini sejalan dengan temuan Suratmi (2026) yang menunjukkan
bahwa program edukasi berbasis komunitas yang menyasar kader PKK terbukti efektif
meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan terkait isu kekerasan berbasis gender dan
perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, anggota PKK Kelurahan Sukarame didorong untuk tidak hanya menjadi
pendengar, tetapi berperan aktif sebagai support system bagi korban kekerasan di lingkungan
sekitarnya. Peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah dalam pencegahan dan penanganan dini
kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas telah diakui secara normatif dalam
berbagai regulasi (Komalasari, 2019). Lebih lanjut, penguatan kapasitas ibu-ibu PKK sebagai agen
edukasi di tingkat grassroot merupakan strategi yang efektif dalam memperluas jangkauan
perlindungan hukum, khususnya di wilayah yang akses terhadap sosialisasi regulasi terkait KDRT
masih sangat terbatas (Dalimunthe, 2026).

Tabel 1.
Keadaan awal dan keadaan akhir yang diharapkan dari peserta penyuluhan
No Keadaan Awal Perlakuan Keadaan Akhir
1 Anggota PKK belum memiliki Pelaksanaan  sosialisasi Anggota PKK mengalami
pemahaman yang memadai melalui penyampaian peningkatan pemahaman
mengenai bentuk-bentuk materi hukum terkait UU dan  kesadaran  hukum

kekerasan terhadap perempuan PKDRT dan UU mengenai hak perempuan
dan anak, khususnya kekerasan Perlindungan Anak oleh dan anak serta bentuk-
nonfisik seperti psikis dan narasumber yang bentuk kekerasan.
penelantaran. kompeten.
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2 Permasalahan = KDRT masih Dilakukan diskusi Terbentuk komitmen
dianggap sebagai urusan privat interaktif dan simulasi anggota PKK untuk
keluarga sehingga rendahnya alur pelaporan kasus berperan sebagai agen
keberanian masyarakat untuk untuk meningkatkan perubahan dan paralegal
melapor dan terlibat dalam pemahaman praktis serta informal dalam mendeteksi
upaya pencegahan. partisipasi aktif anggota serta merespons potensi

PKK. kekerasan di lingkungan
sekitar.

KESIMPULAN

Pada tanggal 13 Januari 2026, diadakan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan perempuan
dan anak di Aula Kantor Kelurahan Sukarame. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian sebanyak 70
peserta, yang terdiri dari anggota PKK dan perangkat kelurahan. Dengan kegiatan ini, peserta dapat
memahami beberapa hal penting, yaitu:

1. Mengenali berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran

2. Memahami hak-hak hukum perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Mempraktikkan cara melaporkan kasus kekerasan melalui simulasi pengaduan ke UPTD PPA
dan P2TP2A.

Setelah kegiatan ini, peserta terlihat lebih paham tentang cara melaporkan kasus kekerasan
dan memahami hak-hak mereka. Sebelumnya, banyak peserta yang tidak tahu tentang layanan
P2TP2A, tapi setelah kegiatan, mereka bisa menjelaskan alur pelaporan kasus dengan benar. Kerja
sama antara mahasiswa KKN Universitas Lampung dan anggota PKK Kelurahan Sukarame terbukti
sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan.
Pertama, kegiatan edukasi hukum terkait perlindungan perempuan dan anak perlu dilaksanakan
secara berkelanjutan, tidak terbatas pada program KKN, mengingat dinamika kasus kekerasan yang
terus berkembang. Kedua, pelaksanaan kegiatan selanjutnya disarankan melibatkan lembaga layanan
terkait seperti UPTD PPA, P2TP2A, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) Kota Bandar Lampung secara langsung, agar peserta dapat berinteraksi dengan petugas dan
memperoleh informasi layanan yang lebih komprehensif. Ketiga, PKK Kelurahan Sukarame
disarankan membentuk kader paralegal informal di tingkat RT/RW sebagai perpanjangan tangan
deteksi dini dan pendampingan awal bagi korban kekerasan di lingkungan sekitar.
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